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2.1 Landasan Teori 
2.1.1  Kinerja Anggaran 
 Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi 
maupun organisasi, pengukuran kinerja (performance measurement) adalah proses 
pengawasan secara terus menurus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya 
kemajuan atas tujuan yang direncanakan. 
Menurut Bastian, (2012:52): 
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam 
strategic planning suatu organisasi. 
Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut 
perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu 
atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data 
penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu. Kebanyakan organisasi 
sektor publik membedakan antara tambahan ekuitas dan penerimaan, serta 
tambahan pendapatan dan pengeluaran. “Hal ini akan berdampak pada pemisahan 
penyusunan anggaran tahunan dan anggaran ekuitas tahunan” (Bastian, 2010:191). 
Menurut Mardiasmo, (2011:61): 
Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai 
selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, 
sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan 
suatu anggaran. 
Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 
anggaran adalah penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan 




2.1.2  Konsep Value for Money 
Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi 
pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan 
saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara 
bersama-sama. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, 
dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E. Ekonomis 
artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien artinya 
berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal, serta 
efektif artinya berhasil guna dalam menccapai tujuan dan sasaran. Berikut ini 
beberapa definisi value for money menurut berberapa ahli: 
Menurut Mardiasmo (2010:172-174): 
Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi 
pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang di 
hasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan 
outcome secara Bersama-sama. 
Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang 
mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas 
(Mahmudi, 2015:83), dimana pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah: 
1. Ekonomi 
Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit 
input. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya 
diperoleh dengan harga lebih rendah, yaitu harga yang mendekati harga pasar.  
2. Efisiensi 
Efisien terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan 
yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan 
output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara 
output dengan input atau istilah lain output per unit input.  
3. Efektivitas 
Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan 
hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara 
output dengan tujuan.  
 
Menurut Bastian (2012:52), “sistem kinerja anggaran dalam konsep value for 
money atau anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sustem anggaran yang 
mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi 
biaya atau input yang ditetapkan.” Dari beberapa definisi di atas maka dapat 
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disimpulkan bahwa value for money merupakan bentuk pengukuran kinerja spesifik 
dan unik pada organisasi sektor publik. Value for money memiliki kesimpulan arti 
penghargaan terhadap nilai uang, yang artinya bahwa setiap rupiah harus dihargai 
secara layak dan digunakan sebaik-baiknya. 
Manfaat yang diharapkan dapat diambil dengan adanya implementasi konsep 
value for money pada organisasi sektor publik (Renyowijoyo, 2013:5), antara lain:  
1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat 
sasaran;  
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;  
3. Biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan 
dalam penggunaan resources;  
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan  
5. Meningkatkan publik cost awareness sebagai akar pelaksanaan  
pertanggungjawaban publik.  
 
Menurut Rai, (2017:21) 
Ada tiga langkah dalam pengukuran value for money yaitu: 
1. Masukan (input) 
Masukan merupakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Input dapat dapat dinyatakan 
dengan nilai uang, misalnya biaya pegawai, harga tanah, dan sebagainya. 
2. Pengeluaran (output) 
Pengeluaran adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan 
kebijakan. Pada umumnya output yang diinginkan saja yang dibicarakan, 
sedangkan outputyang tidak diinginkan atau efek samping, misalnya 
peningkatkan polusi yang terjadi akibat dibuatnya jalan baru, jarang 
dibicarakan. Mengukur output lebih sulit dilakukan terutama untk 
pelayanan social, seperti Pendidikan, keamanan, atau kesehatan. 
3. Hasil (outcome) 
Hasil adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu sebagai 
contoh, hasil yang harapkan terjadi dari aktivitas pengumpulan sampah oleh 
dinas kebersihan kota dan terciptanya lingkungan kota yang bersih dan 
sehat. Hasil sering kali diakitkan dengan target atau tujuan uang hendak 
dicapai. 
 
2.1.3 Peranan Laporan Kinerja Keuangan Daerah 
Laporan kinerja keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang 
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu 
instansi pelopran selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama 
digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk 
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melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, 
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu 
menentukan ketaatannya Terhadap peraturan peundang-undangan. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, setiap entitas 
pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah 
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan 
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 
1. Akuntabilitas 
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 
kebujakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 
2. Manajemen  
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu 
entuitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi 
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, 
dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 
3. Transparansi 
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 
mengetahui secara terbukadan menyeluruh atas atas pertanggunjawaban 
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya 
dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 
4. Kesimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) 
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan 
pemerintah pada periode pelaporan untuk membuayai seluruh pengeluaran 
yang dialokasikan dan apakah generasi yang akandatang diasumsikan akan 
ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 
5. Evaluasi Kinerja 
Mengevaluasi kinerja entittas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber 
daya ekonimi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang 
direncanakan. 
 
2.1.4  Standar Akuntansi Pemerintah  
 SAP merupakan pelaksanaan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar 
akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independent dan 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat 
pertimbangan dari BPK. SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah 
pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara 
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transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. 
Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang SAP terdapat tiga belas Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai berikut: 
1. PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan  
2. PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran 
3. PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas 
4. PSAP No. 4 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan 
5. PSAP No. 5 tentang Akuntansi Persediaan 
6. PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi 
7. PSAP No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap 
8. PSAP No. 8 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan 
9. PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban 
10. PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, 
Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang ditindak lanjuti 
11. PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi 
12. PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional 
13. PSAP No. 13 tentang Akuntansi Badan Layanan Umum 
 
2.1.5  Konsep Good Corporate Governance 
 Menurut Moeljono, (2010:88): 
Good Corporate Governance sebagai prinsip dasar tata kelola usaha. Good 
Corporate Governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yangbaik 
atau penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan efektif, sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
 
 Menurut Pieris dan Nizam, (2010:132), prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance adalah sebagai berikut: 
1. Prinsip Partisipatif 
 Prinsip partisipatif menekankan keterlibatan dan peran serta semua 
pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan 
kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, serta 
pengawasannya. Partisipasi dapat diwujudkan secara langsung melalui 
perwakilan. 
2. Prinsip Hukum dan Aturan (rule of law) 
 Prinsip hukum dan aturan (rule of law) berarti bahwa semua kebijakan 
pemerintahan harus dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan 
sesuai dengan tingkat urgensinya yaitu Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah, 
pelaksanaan tugas dan pelayanan setiap apparat dan Lembaga pemerintah 
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harus sesuai dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan 
tersebut. Hukum dan aturan harus mampu melindungi hak azasi manusia 
terutama hak-hak kelompok minoritas. 
3. Prinsip Transparansi  
 Prinsip transparansi berarti bahwa semua penyelanggara pemerintahan harus 
terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam pengambilan keputusan dan 
perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan dan pengawasannya, 
terutama setiap orang yang berkaitan dengan suatu keputusan perlu memiliki 
akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 
4. Prinsip Responsivitas 
 Prinsip responsivitas berarti bahwa aparatur pemerintah harus cepat bertindak 
atau merespon harapan, tuntutan, keluhan, dan penderitaan masyarakat yang 
dinyatakan secara langsung atau tidak langsung. 
5. Prinsip Orientasi Konsensus 
 Prinsip orientasi konsensus merupakan kelengkapan dari prinsip partisipasi 
yaitu pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakad dengan 
melibatkan sebanyak mungkin anggota serta memperhatikan kepentingan 
semua unsur stakeholder. 
6. Partisipasi Keadilan 
 Prinsip keadilan dan kewajaran berarti distribusi tugas dan kewenangan, 
kewajiban dan hak harus dilakukan secara adil (equity) dan wajar (fair) sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Setiap 
anggota harus dapat merasakan diperlakukan sama dengan yang lain, 
memperoleh kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan 
kesejahteraan. 
7. Prisnip Efisiensi dan Efektivitas 
 Prisnip efisiensi dan efektivitas berarti bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas 
harus mengupayakan penggunaan sehemat mungkin sumber-sumber yang 
terbatas dan mencapai hasil seoptimal mungkin, sasaran atau tujuan 
organisasi. Penggunaan sumber-sumber harus tetap mengacu pada kelestarian 
lingkungan. 
8. Prinsip Akuntabilitas 
 Prinsip akuntabilitas berarti bahwa setiap pelaksanaan tugas, penggunaan 
sumber-sumber, serta penggunaan wewenang harus dapat 
dipertanggunjawabkan, transparan, dan terbuka untuk diaudit atau diperiksa 
baik oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui Lembaga yang 
independen. 
9. Prinsip Visi Strategi 
 Prinsip visi strategi berarti bahwa strategi pelaksanaan tugas masing-masing 








2.1.6  Kualitas Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam 
suatu oganisasi dimana sumber daya manusia merupakan suatu dari sekian banyak 
faktor yang menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, ada 
banyak definisi sumber daya manusia menurut par ahli, menurut Nawawi dalam 
Aldiani (2010:45) ada tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu: 
1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu 
organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan) 
2. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi 
sebagai modal (nonmaterial/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang 
dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam 
mewujudkan eksistensi organisasi. 
3. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak 
organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 
 
Sumber Daya Manusia disebut sebagai personil. Tenaga kerja, pekerja, 
karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan 
eksistensinya, atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal 
nonmaterial dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan eksistensi organisasi, 
Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda 
organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. 
Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan 
menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan 
yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan 
pemerintah.  
Kualitas sumber daya manusia terdiri atas dua suku kata meliputi kata kualitas 
yang secara umum merupakan tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. 
Adapun pengertian kualitas menurut Sedarmayanti (2009:59), mengemukakan 
bahwa “Kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah 
dipenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi, dan harapan”.  
Sedangkan Pengertian Sumber Daya Manusia secara umum merupakan daya 
yang bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia dapat juga 
disebut tenaga atau kekuatan (energi atau power). Pada hakikatnya, Sumber Daya 
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Manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak 
untuk mencapai tujuan organisasi itu. Adapun pengertian sumber daya manusia 
menurut Sedarmayanti (2009:27) adalah “tenaga kerja atau pegawai di dalam suatu 
organisasi yang mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan”.  
Menurut Tjiptoherijanto dalam Sabta (2018:15), untuk menilai kapasitas dan 
kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk 
akuntansi, dapat dilihat dari: 
1. Level of responsibility 
Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskriptif jabatan 
merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya 
deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksankan 
tugasnya dengan baik. 
2. Kompetensi sumber daya tersebut 
Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang Pendidikan, pelatihan-





Secara umum, dalam setiap pengeloaan anggaran selalu dikaitkan dengan 
akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari definisi akuntabilitas yang merupakan 
hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Keterkaitan atau 
pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat dilihat dari seberapa 
baik prosedur hokum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik 
yang harus dihormati oleh para pegawai sipil dan otorisasi publik. Akuntabilitas 
juga berkaitas erat dengan pertanggunjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam 
pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program. 
Dalam Mardiasmo (2009: 20), akuntabilitas publik harus dilakukan oleh 
organisasi sektor publik yang terdiri dari beberapa dimensi, Ellwood menjelaskan 
terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor 
publik, yaitu:  
1.  Akuntabilitas Kejujuran Dan Akuntabilitas Hukum (accountability for 
probity   and legality)  
Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan 
penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan 
akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya 
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kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam 
penggunaan sumber dana publik.  
2.  Akuntabilitas Proses (process accountability) 
 Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam 
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi 
akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. 
Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik 
yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan 
terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan 
memeriksa ada tidaknya markup dan pungutan-pungutan lain di luar yang 
ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang 
menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam 
pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait 
dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-
proyek publik. Yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender adalah 
apakah proses tender telah dilakukan secara fair melalui Compulsory 
Competitive Tendering (CCT), ataukah dilakukan melalui pola Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (KKN).  
3.  Akuntabilitas Program (program accountability)  
   Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 
ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan 
alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang 
minimal.  
4.  Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability)  
   Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik 
pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah 
terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.  
 
Menurut Renyowijoyo, (2013: 14):  
Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship 
mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara konomis dan efisien 
tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability 
mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi 
tanggungjawab.  
 
Mardiasmo, (2009:4) lebih lanjut mengidentifikasi tiga elemen utama 
akuntabilitas, yaitu: 
1. Adanya kekuasaan untuk mendaptkan persetujuan awal sebelum sebuah 
keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otorisasi untuk mengatur perilaku 
birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaraktan prosedural 
tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu 
diambil 
2. Akuntabilitas peran yang merujuk pada kemampuan seorang kepalak untuk 
menjalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang 
langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma 
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manajemen public baru (new public management). Hal ini mungkin saja 
tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan 
manajemen publik baru; dan 
3. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi 
suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
Lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, atau Lembaga 
peradilan. Aspek subyektivitas dan ketidak terprediksikan dalam proses 




Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan 
informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada 
pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dengan adanya transparansi dapat 
tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik 
dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, 
masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang 
muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah 
terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu 
kelompok masyarakat secara tidak proporsional.  
Menurut Mahmudi, (2011:17-18): 
Transparansi memilik arti keterbukaan organiasi dalam memberikan 
informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik 
kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga 
berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang 
aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan 
beserta sumbr daya yang digunakan. 
 
Renyowijoyo, (2013: 12) mendefinisikan:  
Transparansi merupakan salah satu prinsip good corporate governance. 
Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses 
pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang dapat diakses oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus 
memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.  
 
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi 
adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasrkan 
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka 
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dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang 
dipercayakan. sehingga akan menyebabkan terciptanya pemerintahan daerah yang 
baik dan memikirkan kepentingan masyarakat.  
Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator. Menurut Ardianto 
(2011:21), indikator transparansi yaitu: 
a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi 
1) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan 
transparansi 
2) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang 
peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiscal. 
3) Adanya basis legal untuk pajak 
4) Adanya basis legal untuk mempertanggunjawabkan belanja dan 
kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah. 
5) Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masin-
masing tingkatan. 
b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran  
1) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses 
penganggaran) 
2) Diumumkannya setiap kebijakan anggaran 
3) Dipublikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh 
Lembaga yang berwenang) 
4) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa 
indikasi fiscal 
5) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan actual  
c. Adanya audit yang independent dan efektif 
1) Adanya Lembaga audit yang independent dan efektif 
2) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas 
3) Adanya system peringatan dini (early warning system) dalam kasus 
buruknya eksekusi atau keputusan anggaran 
 
d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran 
1) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran 
2) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpatisipasi dalam 
proses penganggaran 
 
2.1.9 Ketepatan Waktu 
Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi 
yang diinginkan dengan frekuensi informasi pelaporan. Apabila informasi 
disampaikan dalam waktu lama maka akan menyebabkan informasi tersebut 
kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Ketepatan waktu 
(timeliness) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi 
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yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif 
dan disajikan tepat waktu. 
Menurut Baridwan, (2012:20) 
Informasi yang disampaikan tepat waktu dapat digunakan sebagai dasar untuk 
membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari 
tertundanya pengambilan keputusan. 
Menurut Yahya&Putra (2012:12): 
Tepat waktu adalah yang menunjukkan bahwa ketepatan jadwal penyusunan 
anggaran berpengaruh Terhadap kinerja manajerial. Jika dalam sebuah 
anggaran daerah mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan 
tepat waktu, maka semakin tinggi pula kinerja anggaran berbasis value for 
money 
Indikator uang digunakan dalam ketepatan waktu untuk kinerja anggaran 
dalam konsep value for money adalah diukur berdasarkan memberikan informasi 
yang akurat dalam kinerja anggaran pada suatu instansi pemerintah, bias 
memberikan kinerja yang baik dan tepat waktu yang ditentukan. Indikator-indikator 
yang mengukur tepat waktu adalah sebagai berikut: 
1. Pelaporan laporan keuangan 
2. Jadwal penyusunan 
3. Penyajian laporan keuangan 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Sebagai landasan dan referensi dalam menyusun penelitian ini tidak terlepas 


































































for Money (Y) 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: 
1. Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan variabel 
kualitas sumber daya 
manusia terhadap kinerja 
anggaran berbasis value for 
money. 
2. Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan variabel 
akuntabilitas terhadap 
kinerja anggaran berbasis 
value for money.  
3. Tidak terdapat pengaruh 
signifikan variabel 
transparansi terhadap 
kinerja anggaran berbasis 
value for money.  
4. Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan variabel 
pengawasan internal 
terhadap kinerja anggaran 
berbasis value for money.   









































Hasil penelitian menujukkan 
bahwa: 
1. Akuntabilitas berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap kinerja anggaran 
berkonsep value for money 
2. Transparansi berpengaruh 




3. Ketepatan waktu 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja 
anggaran berkonsep value 
for money 
4. Pengawasan internal 












signifikan terhadap kinerja 
anggaran berkonsep value 
for money 
5. Akuntabilitas, Transparansi, 
Ketepatan Waktu, dan 
Pengawasan Internal 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja 
anggaran berkonsep value 
for money.   


































Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: 
1. Akuntabilitas berpengaruh 
positif dan signifikan 
Terhadap kinerja anggaran 
dalam konsep value for 
money 
2. Ketepatan waktu 
berpengaruh positif dan 
signifikan Terhadap kinerja 
anggaran dalam konsep 
value for money. 
3. Transparansi berpengaruh 
positif dan signifikan 
Terhadap kinerja anggaran 
berkonsep value for money. 
4. Akuntabilitas, Ketepatan 
Waktu, dan Transparansi 
berpengaruh positif 
Terhadap kinerja anggaran 



























Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: 
1. Akuntabilitas berpengaruh 
positif dan signifikan 
Terhadap pengelolaan 
anggaran dalam konsep 
value for money 
2. Transparansi berpengaruh 
positif dan signifikan 
Terhadap pengelolaan 
anggaran berkonsep value 

















pemerintah harus terbuka 
kepada masyarakat umum. 
Agar pengumuman 
anggaran dapat dilihat 
setiap waktu dan mudah 





























for Money (Y) 
Hasil penelitian menujukkan 
bahwa: 
1. Secara simultan 
transparansi dan 
akuntabilitas berpengaruh 





kontribusi atau pengaruh 
sebesar 87,2% terhadap 
kinerja Dinas di Kota 
Bandung. 
2. Secara parsial transparansi 
berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja Dinas di 
Kota Bandung, transparansi 
memberikan kontribusi atau 
pengaruh besar 34,2% 
terhadap kinerja Dinas di 
Kota Bandung. Kemudian 
akuntabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja 
Dinas di Kota Bandung. 




























Hasil penelitian menujukkan 
bahwa: 
1. Akuntabilitas berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
Kinerja Anggaran dengan 
Konsep Value for Money pada 
Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) di Yogyakarta Tahun 
2016 
2. Transparansi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
Kinerja Anggaran dengan 
















Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) di Yogyakarta Tahun 
2016 






































Hasil penelitian menujukkan 
bahwa: 
1. Akuntabilitas berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap pengelolaan 
anggaran berkonsep value 
for money, yang 
ditunjukkan dengan 
koefisien regresi yang 
positif 0,257 dengan nilai 
signifikansiuji t 0,000 lebih 
kecil dari α =0,05 
2. Transparansi berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap pengelolaan 
anggaran berkonsep value 
for money, yang 
ditunjukkan dengan 
koefisien regresi yang 
positif 0,230 dengan nilai 
signifikansiuji t 0,000 lebih 
kecil dari α =0,05 
3. Komitmen Organisasi 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
pengelolaan anggaran 
berkonsep value for money, 
yang ditunjukkan dengan 
koefisien regresi yang 
positif 0,178 dengan nilai 
signifikansiuji t 0,010 lebih 
kecil dari α =0,05 
Sumber: Diolah Peneliti (2019) 
 
2.3 Kerangka Pemikiran 
2.3.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Anggaran 
Berkonsep Value for Money  
Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia 
untuk melakukan pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya berdasarkan latar 
belakang pendidikan, pelatihan, pemahaman, kesiapan dalam mengikuti perubahan 
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cara kerja, penguasaan teknologi, dan kesehatan yang prima. Kualitas sumber daya 
manusia juga menjadi penentu keberhasilan suatu organisasi. Maka sumber daya 
manusia yang berkualitas akan membuat kinerja karyawan semakin baik, sehingga 
dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kinerja anggaran berbasis value for 
money. Suharto (2012) menyatakan bahwa peran paling dominan pada organisasi 
dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan kinerja adalah kualitas sumber 
daya manusia. Hal ini didukung oleh Hanifa (2018) dalam penelitian menunjukkan 
bawa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja anggaran berkonsep value for money 
 
2.3.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value 
for Money  
Akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan 
pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan 
oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terwujudnya 
akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan baru 
akuntabilitas mengharuskan Lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih 
menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability) 
bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability). (Mahmudin, 
2015:9-10).  Wandari (2015) dan Lestari (2018) dalam penelitiannya bahwa 
akuntabilitas berpengaruh positif dan simultan Terhadap kinerja anggaran 
berkonsep value for money. 
 
2.3.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value 
for Money 
Laporan kinerja anggaran dalam konsep value for money yang berkualitas 
bersifat transparan dan akuntabel. Bentuk konkrit dalam mewujudkan transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah sejak diterbitkannya 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian 
pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan di revisi dengan 
diterbitkannya PP 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa “Standar 
Akuntansi Pemerintah selajutnya disebut SAP adalah prisnip-prinsip akuntansi 
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yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. 
Wandari (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. Lain halnya 
dengan penelitian Hanifa (2018) mengatakan bahwa transparansi tidak ada 
berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. 
 
2.3.4 Pengaruh Ketepatan Waktu Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep 
Value for Money 
Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 
posisi keuangan dan informasi yang relevan akan bermanfaat bagi pemakai apabila 
tepat waktu yang dapat digunakan dalam pemgambilan keputusan. Dengan 
informasi laporan keuangan disamapaikan tepat waktu maka semakin cepat dalam 
proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, setiap akhir tahun pada bulan 
Desember, setiap Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan tutup anggaran. Pada 
tutup anggaran, anggaran yang dimiliki harus digunakan secara sepenuhnya secara 
efektif. Selain itu, jika anggaran digunakan secara efektif, akan menghasilkan 
ketepatan waktu dalam proses tutup anggaran. Setelah itu, disusunlah laporan 
keuangan mengenai seluruh anggaran yang telah digunakan selama satu tahun yang 
telah berlangsung. Pada tahun berikutnya, dilaksanakan SPJ (surat 
pertanggungjawaban). Selain itu dengan adanya ketepatan waktu pada proses 
penutupan anggaran, pelaporan keuangan dan penyusunan SPJ, maka akan 
berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Sangat penting adanya ketepatan 
waktu pada saat proses pengambilan keputusan agar menghasilkan informasi yang 
relevan sehingga kinerja anggaran berkonsep value for money dapat berjalan 
dengan baik. (Yahya & Putra, 2012:12). 











       
 
     
  
     
  




Pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen 






Menurut Sugiyono (2013:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 
dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah yang 
telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H0  :  Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kinerja 
Anggaran Berkonsep Value for Money pada Pemerintah Kota Palembang. 
H1  :  Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran 
Berkonsep Value for Money pada Pemerintah Kota Palembang. 
H0   : Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value 
for Money pada Pemerintah Kota Palembang. 
Kualitas Sumber 

















H2   : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for 
Money pada Pemerintah Kota Palembang. 
H0   : Tranparansi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value 
for Money pada Pemerintah Kota Palembang. 
H3  : Tranparansi berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for 
Money pada Pemerintah Kota Palembang. 
H0    : Ketepatan Waktu tidak  berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep 
Value for Money pada Pemerintah Kota Palembang. 
H4    : Ketepatan Waktu berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value 
for Money pada Pemerintah Kota Palembang. 
H0  : Kualitas Sumber Daya Manusia, akuntabilitas, transparansi dan Ketepatan 
Waktu tidak berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for 
Money pada Pemerintah Kota Palembang. 
H5  : Kualitas Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas,, Transparansi, dan Ketepatan 
Waktu berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 
pada Pemerintah Kota Palembang. 
